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PERATURAN MENTER! KEUANGAN

NOMOR 128jPMKOllj2008

TENT'ANG

PENETAPAN TARtI' DBA MASLIK ATASIMPOR PRODUKOLAHAN TEM13\.KAU

MENTERIKEUANGAN,

Bcrhubung dalam Peraturan Menter! Keuangan Nomor 128jPMK011j20';18 tanggal
3 September 2008 terclap8l kekeliruan pada Konsiderans, Dasar Hukum, dan Pas, ,1 3, maka
perlu diaclakan rabl sebagai berikut:

1. Pada ](ons!c1erans hurnf b

Tertulis:

"b. bahwa berclasarkan pertimbangan sebagaimana cI imaksucl pada huruf a, clan
dalam rangka mclaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Unclang-Unda 19 Nomor
Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagain1an~ telah diubah c1engal Undang­
Undang Nomor 17 Talmn 2006, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan
tenlang Penelapan Tarif Bea Masuk Atas Impor Produk Olahan Tembaki u."

Sehmusnya:

"b. bahwa berdasark;;ln perthnbangan sebagainl.ana dilllaksud pacla hU"1..1f at dan
dabm rangka rnelaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Und' ng Nomor
10 Tahun 1995 lentang Kepabeanan sebagaimana telah diu bah denga 1 Undang­
Unclang Nomor "17 Tahun 2006, perlu mcnetapkan Peratlll"an Menteri Keuangan
tentang Penelapan Tarif Ben Masuk Atas 1m par Procluk Olahan Tembak;lU."

2. Pada Dasar Hukul11 angka 4

Tertllli,,:

"4, Peraluran Menteri Keuangan NomoI' nOjPMK.Onj2006 tentang Penetapan
Sistem Klasifikasi Sarang Dan Pembebanan Tarif Dea Masllk Ata~ 1m Jar Darang
hllpor."

Seharusnya:

"4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1l0jPMKOIOj2006 tentang Penetapan
Sistcm Klusifikasi Sarang Dan Pembebanan Tarif Dca Masuk Atas In'por Sarang
lnlpor."

3. Pada Pasal 3
Tertulis:

"Pasa13

Dcngan bcrlakunya Peraturan Menteri Keuangal1 ini, pengenaan tari£ bea 1113suk atas
impor pl'Oclllk olahan tembakau sebagaimana ditetnpkan clalam Peratll 'an Menteri
Keuangan Nomor nOjPMK0l1j2006 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Dan
Pcmbeban811 Tarif Bca Masuk Atas Impor 13arnng lmpor, c1inyatakan ti iak berlaku
sepanjang tdah ditetapkan clalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini."
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"Pasa13

Deng"a.ll bcrlakunya Pcratul'Ell1 Mcntcri Keuangan ini, pcngenaan tarif bea In lsuk atas
impor produk abhan tembakau sebagaimana ditetapkan dalam Pcraturar Menteri
KeLiangan Nomor 110/PMK.OIO/2006 tcntang Penetapan Sistem Klasifikasi B" rang Dan
Pembebanan Tarif Bea MasLik Atas lrnpor Barang Impor, dinyatakan tidal: berlaku
sepanjang telah ditetapkan dalam Lampiran PeratLiran Menteri Kcuangan ini."

Dcngdn ralat ini, maka kekeliruan pada Kansiderans huruf b, Dasar HuI<Ufll angka 4,
dan Pasa] 3 Peraturan Menteri KeLiangan Namor 128/PMK0I1/2008 tersE, Jut telah
dibetLllbm.

Agar setiap oranglTIcngetahuinya, InelTIc.rinlahkan pengLl111lunan Peratural. Mcnteri
KeLiangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggaI3November 2008
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